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ABSTRACT 

This research explores the role of the Drive-Thru service in optimizing land 

administration services at the Land Office of Bekasi Regency. The study was 

motivated by the increasing number of service requests, which resulted in long 

queues, prolonged processing times, and decreased public satisfaction. In response 

to these issues, the Drive-Thru service was introduced as a public service 

innovation aimed at enhancing the efficiency and quality of land services. The 

research adopts a qualitative descriptive method, with data collected through in-

depth interviews, field observations, and document analysis. The results reveal that 

the implementation of the Drive-Thru service significantly contributes to improving 

service efficiency by reducing waiting time and streamlining administrative 

procedures. It also improves service quality by offering easier access, reducing 

physical contact, and increasing transparency. Internally, the innovation has had a 

positive impact on workflow management, division of duties, and staff performance. 

From the users’ perspective, it has enhanced convenience and satisfaction, 

especially for those with limited time or mobility.  

However, the study also identifies several obstacles in the implementation 

process, including limited human resources, lack of public awareness, and 

inadequate supporting infrastructure. To address these challenges, the research 

suggests the need for enhanced staff training, better dissemination strategies, and 

improvements in system integration and technical facilities. Overall, the Drive-

Thru service model demonstrates strong potential as an adaptive and citizen-

oriented innovation in land service delivery. It aligns with the strategic goals of the 

Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency 

(ATR/BPN) to modernize public services and improve community trust and 

engagement in the land sector. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu tugas dan peran utama bagi penyelenggaraan negara adalah 

menyelenggarakan pelayanan publik sebagai kewajiban bagi aparat 

pemerintah. Sebagai pelaksana pelayanan publik, pemerintah harus 

memberikan sebuah pelayanan yang berkualitas. Pelayanan publik harus 

selalu tanggap dan sesuai terhadap nilai – nilai dan kepentingan publik. 

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, harus didukung 

dengan adanya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai serta 

sumber daya manusia (NR Sari & TA Oktariyanda, 2023). Melihat 

perkembangan masyarakat yang relatif dinamis, mendorong adanya 

keinginan dan tuntunan untuk mendapatkan pelayanan yang sepadan. Oleh 

karena itu, pemerintah harus berupaya untuk menciptakan sebuah pelayanan 

yang sesuai dan bisa mengikuti perkembangan dari masyarakat  

Kinerja pemerintahan dapat diukur dari seberapa berkualitas 

pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat berperan 

dalam memberi penilaian atas pelayanan yang diterima. Oleh karena itu, 

keberhasilan suatu pelayanan publik dapat mendorong dukungan dan 

kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap kinerja pemerintahan. 

Pelayanan publik sendiri diartikan sebagai aktivitas seseorang atau 

organisasi untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian Oktariyanda dan 

Meirinawait (2018) memberikan penjelasan tentang pelayanan publik yaitu 

suatu bentuk pemberian pelayanan untuk kebutuhan publik yang 

berkepentingan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dari pengertian 

tersebut, dapat dikaitkan bahwa pelayanan publik berkaitan langsung 

dengan organisasi pemerintahan dimana apabila pelayanan publik yang 

diberikan berkualitas, maka dapat mencerminkan fungsi kewajiban para 

aparatur pemerintahan yang berkualitas juga (Kurhayadi, 2022). 
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Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) merupakan lembaga pemerintah yang memegang peran penting 

dalam menyelenggarakan layanan pertanahan di Indonesia. Pasal  1 ayat 4 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

memberikan landasan hukum bagi Kementerian ATR/BPN dalam 

menyelenggarakan layanan publik di bidang pertanahan. Dengan fokus pada 

pengelolaan dan pengaturan sektor pertanahan, maka dari itu peran 

Kementerian ATR/BPN dalam menyelenggarakan layanan publik sangatlah 

krusial. Salah satu tugas utamanya adalah mengelola pendaftaran tanah, 

yang merupakan dasar dari sistem pertanahan yang efektif. Dalam konteks 

ini, Kementerian ATR/BPN bukan hanya bertanggung jawab secara 

administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memberikan 

perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Dengan demikian, Kementerian 

ATR/BPN tidak hanya menjadi penjamin kepastian hukum bagi pemilik 

tanah, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas dalam sistem 

pertanahan Indonesia. 

Menurut Bovaird dan Loeffler (2016), penting bagi pemerintah untuk 

terus melakukan inovasi dan reformasi agar dapat mengatasi tantangan-

tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas layanan publik. Sebagai 

lembaga pemerintah yang menyelenggarakan layanan pertanahan di 

Indonesia, Kementerian ATR/BPN perlu terus berinovasi untuk menjawab 

berbagai tantangan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. 

Dengan terus berinovasi, baik dalam hal teknologi maupun proses layanan, 

Kementerian ATR/BPN dapat mengakomodasi kebutuhan yang 

berkembang di masyarakat, mempercepat proses pendaftaran tanah, dan 

meningkatkan ke efisienan terhadap layanan yang disediakan. Dengan 

demikian, upaya berkelanjutan dalam berinovasi menjadi esensial bagi 

Kementerian ATR/BPN untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan 

pertanahan di Indonesia. 
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Permasalahan dalam layanan pertanahan di Indonesia merupakan 

bagian penting dari dinamika yang dihadapi oleh Kementerian ATR/BPN. 

Kementerian ATR/BPN dihadapkan pada tugas yang semakin menantang 

dalam mengelola dan menyediakan layanan yang memadai bagi 

masyarakat. Inovasi teknologi dan peningkatan proses layanan menjadi 

kunci utama dalam mengatasi tantangan ini. Dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi, Kementerian ATR/BPN dapat 

mempercepat proses pendaftaran tanah, mengurangi birokrasi yang 

berlebihan dan meningkatkan aksesbilitas layanan bagi masyarakat umum 

(Utama, 2021). Langkah – langkah ini bertujuan untuk tidak hanya 

memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif, tetapi juga untuk 

meningkatakan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap layanan 

pertanahan yang disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, upaya 

bekerlanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan menjadi 

penting dalam memastikan terciptanya sistem pertanahan yang efisien, 

transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Optimalisasi layanan pertanahan menjadi agenda penting dalam upaya 

Kementerian ATR/BPN untuk menjawab dinamika yang dihadapi dalam 

penyediaan layanan pertanahan di Indonesia. Melalui upaya optimalisasi ini, 

Kementerian ATR/BPN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas layanan, sehingga mampu memberikan respon yang lebih cepat 

terhadap kebutuhan masyarakat terkait kepengurusan tanah. Langkah – 

langkah dalam optimalisasi layanan dapat meliputi penyederhanaan proses 

administrasi, penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih, serta 

peningkatan kualitas layanan konvensional. Hal itu sesuai dengan Pasal 1 

ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar 

Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional. Dengan demikan, optimalisasi layanan tidak hanya akan 

mempercepat proses pendaftaran tanah, tetapi juga akan membantu dalam 
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meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan 

pertanahan yang disediakan. 

Optimalisasi layanan pertanahan dapat memberikan manfaat yang 

signifikan bagi berbagai pihak. Bagi instansi, upaya ini mendorong 

peningkatan kualitas pelayanan melalui inovasi yang mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Hal ini sejalan 

dengan tujuan dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 27 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN 2020–2024, yang 

menekankan pentingnya peningkatan kinerja layanan publik. Di sisi lain, 

masyarakat juga memperoleh manfaat berupa kemudahan akses, kecepatan 

layanan, dan peningkatan kepuasan terhadap pelayanan pertanahan yang 

disediakan. 

Dalam era modern ini, pelayanan publik terus berkembang untuk 

menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan akses yang lebih 

cepat, efisien, dan transparan. Salah satu inovasi yang muncul dalam sektor 

pelayanan pertanahan adalah layanan Drive-Thru, yang bertujuan 

memberikan kemudahan bagi pemohon dalam mengurus dokumen 

pertanahan tanpa harus turun dari kendaraan. Inovasi ini sejalan dengan 

upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik. 

Layanan Drive-Thru dalam konteks pertanahan menjadi langkah 

progresif yang mendukung prinsip pelayanan prima, yaitu mudah, cepat, 

dan terjangkau (Zeithaml et al., 2013). Konsep ini diadaptasi dari sektor 

komersial yang terbukti mampu meningkatkan kenyamanan dan efisiensi 

pelayanan (Kotler & Keller, 2016). Penerapan layanan ini diharapkan 

mampu mempercepat proses pengurusan sertipikat, pengecekan berkas, 

hingga pengambilan dokumen yang selama ini dikenal rumit dan memakan 

waktu. 
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Salah satu bentuk inovasi layanan pertanahan adalah layanan Drive-

Thru. Layanan Drive-Thru pertanahan adalah layanan yang memungkinkan 

pemohon untuk mengambil produk pertanahan tanpa masuk ke dalam 

ruangan kantor pertanahan. Pemohon cukup datang dengan kendaraan 

pribadi dan mengikuti prosedur yang sudah disiapkan di lokasi khusus. 

Dengan sistem ini, masyarakat dapat lebih efisien dalam mengurus sertifikat 

tanah tanpa harus antri di dalam kantor. Selain kantor pertanahan Kabupaten 

Bekasi, beberapa kantor pertanahan juga telah menggunakan inovasi 

layanan Drive-Thru diantaranya Kota Pontianak, Kota Tangerang, Kota 

Administrasi Jakarta Utara, dan Kabupaten Kendal. Kabupaten Bekasi, 

sebagai salah satu kabupaten dengan pertumbuhan pesat di sektor industri, 

perumahan, dan infrastruktur, mengalami lonjakan signifikan dalam jumlah 

permohonan layanan pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi 

merupakan salah satu lembaga yang menghadapi tingginya volume 

permohonan layanan pertanahan. Sebagai daerah dengan pertumbuhan 

ekonomi yang pesat dan aktivitas pembangunan yang tinggi, permohonan 

layanan seperti pengukuran tanah, sertifikasi, dan balik nama terus 

meningkat. Dengan adanya layanan Drive-Thru, diharapkan proses 

pelayanan dapat lebih cepat dan mengurangi kepadatan di loket utama. 

Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, jumlah 

permohonan sertipikat, balik nama, hingga pengecekan tanah terus 

meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menyebabkan antrean panjang serta 

waktu tunggu yang lama di kantor pertanahan, yang berpotensi menurunkan 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2020-2024 yang 

bertujuan meningkatkan kualitas layanan agraria dan tata ruang, dengan 

fokus pada modernisasi, efisiensi dan inklusivitas. Oleh karena itu, 

permasalahan yang dikedepankan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana implementasi layanan Drive-Thru dalam upaya 

meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan? 

2. Apa saja manfaat yang diperoleh bagi Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bekasi dan Masyarakat dari inovasi layanan Drive-Thru pertanahan? 

3. Apa saja hambatan dan strategi dalam penerapan layanan Drive-Thru 

sebagai upaya optimalisasi pelayanan pertanahan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi 

layanan Drive-Thru dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan di 

Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN). Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengidentifikasi implementasi layanan Drive-Thru dalam upaya 

meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. 

b. Menganalisis manfaat yang dapat dihasilkan dari implementasi 

layanan   Drive-Thru pertanahan. 

c. Mengidentifikasikan hambatan dalam mengimplementasikan 

layanan Drive-Thru pertanahan. 
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2. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Penelitian ini dapat menyumbangkan wawasan baru dalam bidang 

manajemen pertanahan dan inovasi layanan publik. 

b. Dengan memperbaiki layanan pertanahan melalui inovasi, 

masyarakat dapat diuntungkan dengan proses yang lebih cepat, dan 

efisien dalam pengurusan dokumen dan izin pertanahan. 

c. Memberikan informasi yang berharga kepada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bekasi dalam menyusun skema proses pendaftaran 

layanan pertanahan untuk kedepannya. 

D. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

Objek Penelitian  : Implementasi layanan Drive-Thru yang dikelola 

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi 

Subjek Penelitian : Masyarakat dan Kantor Pertanahan   

Lokasi Penelitian : Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi 

Inovasi layanan pertanahan mencakup berbagai aspek, seperti 

digitalisasi, kemudahan akses, dan percepatan proses. Namun, untuk 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan terarah, penelitian ini 

akan menfokuskan kajiannya pada implementasi layanan Drive-Thru yang 

dikelola oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. 

Optimalisasi layanan pada penelitian ini berfokus terkait efisiensi 

layanan Drive-Thru dalam upaya memaksimalkan kualitas layanan yang 

sudah diterapkan. Layanan Drive-Thru, sebagai salah satu inovasi layanan 

pertanahan yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, 

memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam kualitas layanan 

pertanahan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis berbagai faktor 

yang mempengaruhi peningkatan jumlah layanan Drive-Thru. Dengan 



8 

 

demikian, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi yang optimal untuk 

memaksimalkan kualitas layanan tersebut. 

Pembatasan subjek penelitian ini dilakukan agar berfokus pada 

potensi layanan Drive-Thru dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Dengan membatasi subjek penelitian 

pada potensi layanan Drive-Thru, penelitian ini diharapkan dapat 

menghasilkan temuan yang fokus dan bermanfaat. Temuan ini diharapkan 

dapat membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan 

kualitas layanan pertanahan yang lebih baik serta memberikan kontribusi 

bagi pengembangan layanan pertanahan di Indonesia. 

Pembatasan Lokasi penelitian dilakukan untuk memudahkan akses 

peneliti terhadap sumber data dan informasi yang diperlukan. Sumber data 

dan informasi dalam penelitian ini dilakukan pada tingkat kantor 

pertanahan. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih 

lengkap tentang optimalisasi inovasi layanan Drive-Thru dalam upaya 

meningkatkan kualitas layanan pertanahan. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan 

implementasi layanan Drive-Thru dalam upaya meningkatkan efisiensi 

pelayanan berupa: 

1. Implementasi layanan Drive-Thru di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Bekasi terbukti meningkatkan efisiensi waktu dan kualitas pelayanan 

pertanahan. Dari sisi efisiensi, layanan ini menyederhanakan alur, 

memanfaatkan teknologi digital, memperkuat koordinasi lintas bagian, 

dan mengoptimalkan SDM, dengan waktu pelayanan rata-rata 3–5 

menit. Dari sisi kualitas, layanan ini memenuhi lima indikator utama: 

reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik, yang 

tercermin dari pelayanan ramah, verifikasi tepat, kenyamanan jalur 

khusus, serta dukungan Satpam dalam mengarahkan pemohon. 

2. Layanan Drive-Thru memberikan manfaat signifikan bagi Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bekasi dan masyarakat. Secara internal, layanan 

ini mengurangi beban loket utama, mengoptimalkan penjadwalan, 

meningkatkan efisiensi kerja pegawai, dan memperlancar koordinasi 

administrasi. Bagi masyarakat, Drive-Thru memudahkan akses layanan 

tanpa harus turun dari kendaraan atau mengantre, membantu pemohon 

yang sibuk, membawa anak, atau lansia, serta memberikan fleksibilitas 

jadwal. Layanan ini terbukti mempermudah proses, menghemat waktu, 

dan meningkatkan kepuasan publik. 

3. Layanan Drive-Thru di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi 

menghadapi hambatan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, 

kurangnya pemahaman prosedur, kendala cuaca, antrean kendaraan, 

keterbatasan SDM, dan koordinasi internal. Untuk mengatasinya, 

diterapkan strategi berupa sosialisasi, penempatan Satpam, evaluasi 

rutin, serta penguatan sistem notifikasi dan penjadwalan. Upaya ini 

memastikan layanan tetap optimal, meski keberlanjutan dan 
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efektivitasnya memerlukan penguatan teknis, manajerial, dan teknologi 

informasi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi perlu meningkatkan kapasitas 

teknis sistem informasi yang mendukung layanan Drive-Thru, terutama 

dalam hal pemutakhiran data dan penyampaian status dokumen secara 

otomatis kepada pemohon. Hal ini dapat mengurangi kedatangan 

masyarakat yang belum waktunya mengambil dokumen. 

2. Penambahan petugas pelayanan Drive-Thru secara proporsional perlu 

direncanakan, khususnya pada hari-hari dan jam sibuk, guna 

mempercepat proses pelayanan dan menghindari penumpukan antrean 

di jalur kendaraan. 

3. Sosialisasi kepada masyarakat harus terus dilakukan secara berkala, 

baik melalui media sosial, pamflet, mauoun kanal resmi, agar prosedur 

dan ketentuan penggunaan Drive-Thru dapat dipahami secara 

menyeluruh oleh masyarakat. 

4. Penerapan sistem antrean daring atau penjadwalan waktu pengambilan 

dokumen menjadi salah satu langkah yang dapat diterapkan dalam 

jangka menengah. Hal ini akan membantu mengatur arus kedatangan 

masyarakat dan memberikan kenyamanan yang lebih terstruktur dalam 

pelayanan 

5. Inovasi pelayanan seperti Drive-Thru dapat terus dikembangkan dan 

disesuaikan dengan kebutuhan lokal, sehingga Kantor Pertanahan 

Kabupaten Bekasi tidak hanya menjadi pelaksana, tapi juga model 

rujukan bagi kantor pertanahan lain yang ingin menerapkan layanan 

serupa. 
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Dengan perbaikan yang berkesinambungan, layanan Drive-Thru dapat 

berkontribusi dalam menciptakan pelayanan pertanahan yang lebih mudah 

diakses, terorganisir, dan tepat sasaran bagi masyarakat. 
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